
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR: 40 TAHUN 1990 SERI: D NO
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN 1990
TENTANG

UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL HUTAN 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAII

Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penda 
patan Negara / Daerah dari sektor Kehutanan di Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka kepada Instansi 
pemungut Iuran Hasil Hutan perlu diberikan uang 
perangsang sebagai upaya untuk mendorong agar lebih 
giat dalam melaksanakan tugasnya;
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR: 40 TAHUN 1990 SERI : D NO 
PEMERINTAHPROPINSIDAERABTINGKAT I 

JAWATENGAH 

PERAnJRAN DA,EJlAII PROPINSI DAERAB TINGICAT I 

JAWA'IV'GAB 

NOMOR ·: f TAIIUN 1"8 

TENTANG 

UANG PERANGSANG PEMUNGtrrAN IURAN IIASll.llUTAN 
DI PROPINSI DAERAll11NGKAT I. JAWA TENGAII 

OF.NGAN RADMAT11JBAN YANG MAIIAESA 

GUBERNUR KEPAL\DAERAll11NGJCAT I IA.WA DlfGA.11 

Menlmbang : a bahwa dalan rangka amtuk h:bjb mcnlngblkan pendl 
palln Nepa/ Daerah dad sektor Kdwtanan di Proplri~i 
D~ Tingtat I Jawa Teopb. maim kepada lnleansi 
pemungut lann Hasll H• pcdu dibcdbn 1111111 
perangsang sebapl upaya umuk mcndarong apr lctith 
pl dallln melalcsmakan iupsnya; 
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Mengingat

b. bahwa berhubung dengan itu» maka dipandang perlu me­
netapkan pemberian uang perangsang dimaksud yang 
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 jo Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke­
uangan Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 jo Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Pengenaan, Pe­
mungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 
1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas 
Pendapatan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 
tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang 
Perangsang;

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpts-II/85 
tentang Pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 77 Ta­
hun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagi­
an Iuran Hasil Hutan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1985 

118

Menglngat 

118 

b. babwa berhubung dcngan itu, maka dipandong pcrlu mc­
netapkao pemberian uang pcrangsang dimoksud yang 
pengaturannya ctituangkan dalam Pcraturan Dacrah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tenlong Pokok­
pokok Perner.lntahan di Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tcntang Pem­
. beotukan Propinsi Jawa Tcngah ; 

3. Peratuom Panerintah NomOI' 22 Tahun 1967 jo Pcraturan 
Pemcrintah NQmor 21 Tahun 1980 tcntang Juran Hak 
Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hulan ; 

4, Peraluran Pcmerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pcngurusan, Pertanggungjawaban dan Peogawasan Ke­
uangan Daerah ; 

5. Kcpulusan Prcsidcn Nomor 77 Tahun 1985 Jo Keputusao 
Pres.Iden Nomor 36 Tabun 1989 tcntang Pcogcn~, J>e. 
mungulan dan Pembagian Iuran Hasil Hulan ; 

6. Peraturan Mcnteri DaJam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
lcntang Bcntuk Peraturan Daerab ; 

7. Kcputusan Menteri DalaJn Negcri Nomor 126 Tahun 
1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas 
Pcndapatan Daerah ; 

8. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 75 Tahun 1981 
tcntang Tatacara Pclaksanaan dm Palaia Usahaan Uang 
Pcrangsang ; 

9. Kcputusan Mcnteri Kchutanan Nomor 365/Kpts-11/85 
tcntang Pclaksanaan kcputusan Prcsidcn Nomor 77 Ta­
hun 1985 1cn1ang Pengcnaan, Pcmungutan dan Pembagl­
an luran H~il Hutan : 

10. Kcputusan M~nteri Oalam Negcri Nomor46 Tahun 1985 
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tentang Pembagian dan Prosedur Penyaluran Iuran Hasil 
Hutan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90333-481 
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 1989/1990;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 
523/Kpts/IV - Prog/1985 tentang Petunjuk Teknis Pelak­
sanaan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING­
KAT I JAWA TENGAH TENTANG UANG PERANG­
SANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL IIUTAN DI 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Ko­
tamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;

b. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah;
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tcnlaDg Pcmbagian dan Prosedur Pcnyaluran luran Hasil 
Hulan; 

11. Kcpulusan Mentcri Dala&n Ncgeri Nomor 903.33-481 
tcnlang Pcngesahan Anggaran Pcndapatan dan Bctanja 
Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah Tahun 
Anggaran 1989/1990; 

12. Kcpulusan Dirdttur Jcndcral Pcngusahaan Hulan Nomor 
523/KplsJIV - Prog/1985 tcntang Pctunjuk Tcknis Pclak­
sanaan Tula Usaba Juran Hasil Hulan. 

Dcngan penctujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Propinsi 
Dacrah 11n_gkat I Jawa Teogah, 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN DAERAll PROPINSI DAERAll TING­
KAT I JAWA TENGAH TENTANG UANG PERANG­
SANG PEMUNGUfAN IURAN BASIL HUTAN DI 
PROPINSI DAERAH11NGKAT I JA WA TENGAlL 

BAB I 

XETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dcngan : 

a. Pcmerintah Docrab adalah Pcmcrintah Propinsi Dacrih 
Tingkat I Jawa Tcngah dan Pcmerintah Kabupatcn / Ko­
tamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tcngab ; 

b. Gubemur Kepala Dacrah adalah Gubemur Kcpa)a Daaab 
Tingkat I Jawa Tcngah ; 
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c. Instansi Pemungut adalah Kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Instansi lainnya 
yang terkait dalam rangka pemungutan Iuran Hasil Hutan 
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

d. Uang perangsang adalah uang yang diberikan kepada 
Instansi Pemungut dengan maksud untuk meningkatkan 
kesejahteraan aparatnya sebagai upaya untuk mendorong 
agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Memberikan uang perangsang kepada Instansi pemungut 
sebesar 5% (lima perseratus) dari bagian penerimaan Iuran 
Hasil Hutan (1HH) Pemerintah Daerah.

BAB UI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se­
panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

120120 

4 

c. lnstansi Pcmungut adalah Kantor Wilayah Departcmcn 
Kchutnnan Propinsi Jawa Tcngah dan lnstansi tainnya 
yang terkait dalam rangka pemungutan luran Hasil Hutnn 
di Propinsi Dncrah Tingkat I Jawa Tengah ; 

d. Uang pcrangsang odalah uang yang dibcrikan kcpada 
lnstansi Pcmungut dengan maksud untuk mcninglmtkan 
kesejahteraan aparatnya scbagai upaya untuk mcndorong 
agar lcbih giat dalam melaksannkan tugasnya. 

BAD II 

PEMDERIAN UANG PERANGSANG 

Pa.sal 2 

Mcmbcrikan uang pcrangsang kepada lnstansi pemungut 
scbesar 5% (lima pcrscratus} drui bagian penerima.1n Jur.in 
Hasil Hulan ( um) Pcmcrintah Dacr.ih. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Hal-hat yang belum diatur datam Pcraturnn Daernh ini se­
panjang mengcnai pctnksanaannya akan diatur lcbih l:mjut 
olch Gubcmur Kepala Daerah. 

Pa.sat 4 

Pcraturnn Dacrah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 



5

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah.

Semarang, 24 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA 
ttd.

Ir. SOEKORAIIARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.
ISMAIL

121

s 

Agar supaya setiap orang mengctahuinya memcrintahkan 
pcngundangan Peraturan Dacrah ini dcngun penempatannya 
daJam Lembaran Dacrah Propinsi Dacruh Tingkat I Jawa 
Tengah, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKATIJAWA TENGAH 

KBTUA 
Ud, 

Jr. SOEKORAIIARDJO 

Semamng, 24 Maret 1990 

GUBERNUR KEPAI.A DAEIW-1 
11NGKATIJAWA TENGAH 

ltd, 
ISMAIL 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN 1990

TENTANG

UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL HUTAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAII

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 sebagai­
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 ten­
tang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan, antara lain dinyata­
kan bahwa semua hasil hutan yang dikeluarkan dari hutan diseluruh Indo­
nesia dengan maksud diperdagangkan dikenakan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 
jo Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Pengenaan, Pemu­
ngutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan, Pemerintah Daerah menerima 
bagian sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari semua penerimaan 
Iuran Hasil Hutan dari Daerah yang bersangkutan dengan perincian 30% (tiga 
puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 15% (lima belas 
perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan Negara dan 
sekaligus pendapatan Daerah, maka kepada aparat Kantor Wilayah Depar­
temen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Instansi yang terkait dalam 
Pemungutan Iuran Hasil Hutan perlu diberikan uang perangsang sebesar 5% 
(lima perseratus) dari bagian yang diterima Pemerintah Daerah.
Hal tersebut dimaksudkan agar aparat pemungut lebih giat dalam melak­
sanakan tugasnya.
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PEN)ELASAN 

PERATURAN DAERAII PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAII 

NOMOR : 9 TAHUN 1990 

TENTANG 

UANG PERANGSANG PEMVNGUTAN IURAN JJASIL UUTAN 
DI PROPINSI DAERAU nNGKAT I JAWA TENGAII 

I. PENJEL/\SAN UMUM. 

Berdasarkan Peraturan Pcmerinlah Nomor 22 Tahun 1967 sebagai• 
mana teJah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 ten• 
tang luran Bak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan, antara lain dinyata­
lcan bahwa scmua basil hutan yang dikeluarkan dart hutan discluruh Ind<). 
nesia dengan maksud diperdagangkan dikeoakan Juran Hasil Hulan ( If lH ). 

Sclanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor Tl Taliun 1985 
jo Keputusan Presidcn Nomor 36 Tahun 1989 lentang Pengenaan, Pemu­
ngutan dan Pembagian Juran Basil Hutan, Pemerinlah Dacrah menerima 
bagian sebesar 45~ (empat puluh lima perseratus) dari semua pcnerimaan 
Juran Hasil Hulan dari Daerah yang bersangkutan dcngan pcrincian 30% (tiga 
puluh perseralus) untuk Pemerintah Dacrah Tmgkat I dan 15% (lima bclM 
pcrscratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II. 

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan Negara dan 
sckaligus pendapalan Dacrah, male.a kepada aparat Kantor Wi1ayah Depar• 
temen Kehutanan Ptopinsi Jawa Tengah dan Instansi yang tcrkail dalam 
Pcmungutan luran Hasil Hulan perlu dibcrilcan uang perangsang scbesar 5% 
(lima pe1Kn1lus) dari bagian yang dilerima Pemcrinlah Dacrah. 
Hal lc:rsebul dimaaudlam agar aparat pcmungul k:bih gial dalam melak• 
sanakan lugasnya. 
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Sehubungan dengan hal tersebut dialas dan sesuai dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Mei 1989 Nomor 903.33-481 tentang Pe­
ngesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Ting­
kat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990, maka pemberian uang pe­
rangsang dimaksud, pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.
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Sebubungan dengan hal terscbut diatm dan scsuai dengan Kcputusan 
Menteri Dalam Negcri tanggal 25 Mei 1989 Nomor 903.33-481 tcnumg Pe­
ngesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Daeroh Ting­
kat I Jawa Tcngah Tahun Anggaran 1989/1990, mak.a pembcrian uang pc­
rangsang dimaksud, penguturannya diletapkan dalam Peraturan Daeroh. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas. 


